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PRESIDEN
REPUSBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
' NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG

PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOBA TAHUN 2011 - 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”, diperlukan
Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas PAGN) sebagai bentuk komitmen bersama seluruh

komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu I[;

—

Kepada
Sekretaris Kabinet; _

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Jaksa Agung,

Panglima Tentara Nasional Indonesia;

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Para Gubernur; dan

W o Mo B W N

Para Bupati/Walikota;
Untuk:

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Jakstranas

P4GN Tahun 2011 - 20135, yang meliputi bidang:

1. Pencegahan ...
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1. Pencegahan;
2. Pemberdayaan Masyarakat;

3. Rehabilitast; dan
4. Pemberantasan.

: Dalam rangka pelaksanasn Jakstranas P4GN Tahun 2011 - 2015

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
1. Bidang Pencegahan, memfokuskan pada;

8. Upays menjadikan siswa/pelsjer pendidikan menengah dan
mahagiswa memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkobe;

b. Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan
terampil menolak penyalehgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Bidang Pemberdayaan Masysrakat, memfokuskan pada:

a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan
kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
terutama ganja, shabu, ckstasi, dan heroin;

b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkoba terutama ganjs, shabu, ekstasi, dan
heroin,

¢. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarskat di daerah-
daersh yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan

. penanaman ganja. |
3. Bidang Rehabilitasi, memfokuskan pada:
a. Upaya mengintensitkan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;

b. Upaya ...
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b. Upayz memberikzn pelayanan rebabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial kepada penyalahguna, korban penyalaligunaan, dan pecandu
narkoba;

¢. Upays pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan
rehabililasi sosizl secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah
peayalahgunaan narkoba;

d. Upaya pembinaan lanjut kepads mantan penyalahgunz, korban
penyalahgunaan, dan pecandy narkobe,

. Bidang Pemberuntasun, memfokuskan pada;

3. Upsys pangawasan keisl teohadap impor, peoduksi, distribus,
penggunsan (end wser), ekspor, dan re-ekspor bahan kimia
prekusor dan penegaan hukum terhadap jaringan tersangka yang
melakuksn penyimpangan;

b, Upaya pengungkapan pabrikan gelap uvarkoba  don/etav
laboratorium rumshan dan jaringan sindikat yang terlibat,

c. Upaya pengungkspan tindak pidana pencucian uang yang
berkzitan dengan tindzk pidana narkotika secara tegas dan kerzs
sesuai peraturan perundang-undangan;

d. Upsya penyelidikan dan penyidiksn, penuntutan, dan peradilan
jaringan sindikat parkoba baik delam maupun luar negeri sccara
sinergi,

¢. Upsaya penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat penegak

~ bukum dan epasst pemeriniab lainnya yang terlibal jaringan
sindikst narkobe;

f. Upaya peningkatan kerja sama anter penegak hukum untuk
menghindari kesenjangan di lapangan;

g Upaya ...

h ] - A - k. E- L . N . :



sl T - A ey S e cEE v— e

KETIGA

KEEMPAT :

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

!

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

g. Upaya kerja sama dengan &parat penegak hukum tingkat
inerpasionnal.

. Para Menteri dan Kepala Lembaga bertindak sebagai penanggung jawab

di lingkungan kerja masing-masing tethadap pencapaian targel sesuaj
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalehgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 - 2015 sebagaimana
tercanium dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

Parn Gubernur:
1. Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun dan melzksanakan Rencana
Aksi Tahun 2011 - 2015 di vingkat Provinsi sebagaimana dimsksud
~ dalam Diktum KEDUA; ‘
2. Melaporkan secars berkala kepada Presiden melalui Kepala Padan
Narkotika Nasional.

»  Para Bupati/Walikota.

I. Dalam walktu 3 (tign) bulan, menyusun dan melaksanakan Rencana
Aksi Tahun 2011 - 2015 di tingkat Kabupaten/Kota scbagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA,;

2. Melaporkan secara berkala kepada Presiden melalui Kepala Badan
Narkotiks Nasional,

! Kepala Badan Narkotika Nasional melskukan pemanteuan dsn

pengendalian terhadap pelaksanaan Jakstranas PAGN Tahun 2011 ~ 2018
dan mengkompilasi laporan untuk disampaikan kepada Presiden,

: Melaksanakan instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh

tanggung jawab.

Instrubei .
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Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan
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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 12 Tahun 2011

TANGGAL 1 27 Juni 2011

RENCANA AKS! NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAAN GELAP NARKOBA TAHUN 2011 - 2015

BIDANG PENCEGAHAN _

1. | Para Siswa/Pelajar | Memberikan penyuluhan dan penerangan - Kemendiknas Meningkatnya
pendidikan me- kepada para Siswa/Pelgjar pendidikan ) jumlah Siswa/
nengah tidak me- | menengah yang rentan dan beresiko tinggi 9 | Pelajar pendi-
nyalahgunakan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap [ +10% [ +20% | +30% | +40% | +50% |- Komisi dikan menengah
narkoba dan narkoba. Perindungan Anak | menolak narkoba.
terlibat peredaran Indonesia
gelap narkoba. _  Badan Kependu-

dukan dan
Keluarga
Berencana
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Nasional

Badan Narkotika
Nasional
Membentuk dan meningkatkan Kemendiknas Meningkatnya
ketrampilan kader anti narkoba di jumiah Kader Anti
kalangan para Siswa/Pelajar pendidikan Kemenag Narkoba di
menengah yang iingkungannya rentan dan | 10%1+20% | +30% | +40% | +50% Badan Narkotika | kalangan para
beresiko tinggi dari penyalahgunaan dan Nasional Siswa/Pelajar
peredaran gelap narkoba. pendidikan
menengah.
Para Mahasiswa | Memberikan penyuluhan dan penerangan Kemendiknas Meningkatnya
tidak  menyalah- | kepada para Mahasiswa yang rentan dan ) jumiah Maha-
gunakan narkoba | beresiko tinggi dari penyalahgunaan dan Kemenag - siswa  menolak
dan terfibat per- | peredaran gelap narkoba. *+10% | +20% | +30% } +40% | +50% Badan Kependu- | narkoba.
edaran gelap dukan dan
narkoba. Keluarga
Berencana
Badan Narkofika
Nasional
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Membentuk dan meningkatkan ketram- - Kemendiknas Meningkatnya
pilan kader anti narkoba di kalangan - Kemenag jumiah Kader Ani
Mahasiswa yang lingkungannya rentan . Narkoba di ka-
dan beresiko tinggi dari penyalahgunaan - Bad?“ Narkotika langan para Ma-
dan peredaran gelap narkoba. +10% 1 +20% | +30% | +40% | +50% Nasional hasiswa.
Para  pekefia | pmamberikan penyuluhan dan penerangan . Kemenakertrans | Meningkatnya
swasta/wiraswasta | yanada para pekerja di perusahaan atau Kemen BUMN jumlah Pekefja di
houruh tidak me- } ingtansi swasta yang rentan dan beresiko | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | _ perusahaan atau
nyalahgunakan tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran - BadanNarkotka {instansi swasta
{i‘s:t‘“b?e{fan eI | gelap narkoba. Nasional menolak narkoba.
peredaran ge-
lap narkoba. Membentuk dan meningkatkan ketram- _. Meningkatnya
| pilan Kader Anti Narkoba di instansi - Kemenakertrans | j,,miah Kader Anti
swasta/wiraswasta yang lingkungannya o |~ KemenBUMN Narkoba di ling-
rentan  dan beresikg ti%ggi d;ri +10% (+20% 1 +30% | +40% | +50% - Badan Narkotika kungan  perusa-
penyalahgunaan dan peredaran gelap Nasional haan atau ins-
narkoba. "| tansi swasta.




Para pegawai di

lembaga Negara/
pemerintah  fidak
menyalahgunakan
natkoba dan fer-
libat  peredaran
gelap narkoba.
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Seluruh

Meningkatnya
kepada pegawai negeri yang rentan dan Kementeriandan | jumlah Pegawal
beresiko tinggi dari penyatahgunaan dan *10% ) +20% | +30% | +40% | +0% Lembaga Negeri menolak
peredaran gelap narkoba. Pemerintah narkoba.
Membentuk dan meningkatkan Seluruh Meningkatnya
ketrampilan kader anti narkoba di instansi K terian dan jumiah Kader Anti
pemerintah yang lingkungannya rentan | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% LeEmmbE“ o Narkoba di ling-
dan beresiko finggi dan penyafahgunaan Pemezgt ah kungan Instansi
dan peredaran gelap narkoba. Pemerintah.
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1. | Lingkungan pen- Melakukan fest narkoba

didikan menengah | dimulai dan  pendidikan

bebas dari penya- { menengah yang rentan .

lahgunaan danpe- {dan  beresikc  tinggi 6 12 12 12 12 a:csi;{:];arkotlka

redaran gelap nar- | terhadap penyalahgunan

koba terutama dan peredaran gelap

Ganja, Shabuy, narkoba.

Ekstasi, dan Heroin. | Memberikan  pelayanan
rehabilitasi medis dan
rehabilitasi  sosiad  bagi Kemenkes
pelajar pendidkan me- | ¢ 12 12 12 12 Kemensos
nengah yang terhibat . Badan Narkotika
sebagai  penyalabguna, Nasional
korban penyalahgunaan,
dan pecandu narkoba.
Mengungkap  jaringan
sindikat narkoba yang Polri
mengakibatkan  pelajar 10% 20 % 30 % 40 % 50 % Badan Narkofika
pendidikan ~ menengah Nasional
terdibat sebagai penya-

Meningkatnya
jumiah
pendidikan
menengah
bebas
narkoba.
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penyalahgunaan, dan
pecandu narkoba.

ingkungan kampus | Melakukan test narkoba - Badan Narkotika

bas dar penya- | dimulai dasi kampus yang Nasionat

ahgunaan dan pere- | rentan dan beresiko tinggi

aran gelap natkoba j terhadap penyalahgunan 12 12 12 12

erutama Ganja,  dan  peredaran  gelap

Shabu, Ekstasi, | narkoba.

Heroin.
Memberikan  pelayanan - Kemenkes
rehabiltasi medis dan - Kemensos
rehabilitasi sosial  bagi - Badan Narkotika
Mahasiswa yang ferlibat 12 12 12 12 Nasional

sebagai  penyalahguna,
korban penyalahgunaan,

dan pecandu narkoba.

Meningkatnya
jumiah  Kam-
pus bebas nar-
koba.
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penyalahgunaan, dan
pecandu narkoba.

dikat narkcba  yang Badan Narkotika
mengakibatkan ~ Maha- Nasional
siswa terlibat sebagai 10% 20% 30% 40 % 50 %
penyalahguna,  korban
penyalahgunaan, dan pe-
candu narkoba.
. Lingkungan  ketja | Melakukan test narkoba Badan Narkotika :
bebas dari penyatah- | dimulai dari lingkungan Nasional Meningkatnya
X jumiah  ling-
gunaan dan pere- |kerja yang renfan dan 6 12 12 12 12 kungan ke
daran gelap narkoba | beresiko tinggi terhadap bebas narko-
kerutama Ganja, | penyalahgunanan  dan ba
IShabu, Ekstasi, dan | peredaran gelap narkoba. '
Heroin. Memberikan  petayanan Kemenkes
rehabilitasi medis dan Kemensos
rehabilitasi sosial bagi 6 12 12 12 12 Badan Narkotika
pekeria atau pegawai Nasional
yang fedibat sebagai
penyalahguna,  korban




sindikat narkoba yang
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ditetapkan.

mengakibatkan  pekerja Polri
atau pegawai ferlibat 10% 20% 0% 40 % 50 % Badan Narkotika
sebagai  penyalahguna, Nasional
kotban penyalahgunaan,
dan pecandu narkoba
. [Secara bertahap | Melakukan evaluasi se- Meningkatnya
asyarakat  pena- | cara periodik atau . jumiah - pe-
ham ganja tidak lagi | insidentil tethadap | 6 12 12 12 12 ﬁad?" Narkoka | o0 ganja
menanam  ganja, | program  yang  sedang asona) yang telah me-
namun telah berubah SUNg. ninggatkan ca-
maia pencahafian | Mensinergikan  program Badan Narkotika ra hidup lama
ain sebagai altematif | dan kegiatan antar intansi _ Nasionat sebagal pena-
anti cara hidup | terkait guna mempercepat 6 12 12 12 12 nam ganja.
ang lama. tercapainya hasil yang
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Membantu petani pena- - Badan Narkotika
nam ganja dengan mata Nasional
pencahanan penggant

lainnya. +25% - +50 % - 100 %

Melakukan pengembang-

an program di daerah _ 1 9 3 4 - Badan Narkotika
baru yang rawan terhadap Nasional
tanaman ganja illegat.




Secara
masyarakat Kam-
pung Permata,
Jakarta Barat, DKI
Jakarta bebas dari
penyalahgunaan
dan peredaran
gelap narkoba dan
pengembangan
program di tempat
rawan kota fainnya.

_ r'n

Melakukan evaluasi se-|

- PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

“Badan Narkofika

cara  periodik atau Nasional

insidenti terhadap

program yang sedang 12 12 12 12

berlangsung.

Mensinergikan  program

dan kegiatan antar intansi .

terkait guna mempercepat 12 12 12 12 ) Badf:-m Narkotika
Nasional

tercapainya hasil yang
ditetapkan.

Berkurangnya
penyalahguna
narkoba dan
sindikat  per-
edaran gelap
narkoba di
Kampung Per-
mata, Jakarta
Barat,  DKI'
Jakarta.
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Melakukan pengem- - - Badan Narkolika
bangan program di kota Nasional
jainrnya yang rawan
terhadap penyalahgunaan
dan peredaran gelap
narkoba.
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Kekes
yang sudah cukup umur | Wajib  Lapor secaraj 5000 7.500 10.000 15.000 20.000 Kemensos .
. Meningkatnya
atau keluarganya dan | terpadu. orang orang orang orang orang Poln ol )
. , jumiah pscan
orang tua atau wali Badan Narkotika du narkotika
pecandu Narkotika : Nasional yang melapor-
yang belum cukup umur | Membangun  kapasitas kan diri dan
melagakal‘l dll institust | institusi penerima wagib 128 170 210 250 290 menerima
penefima wajib{apor. | lapor terdepan. (pene- Kemenkes perawatan.
tapan Institusi Wajib
Lapor) _
Secara bertahap para | Melakukan pendataan __ Meningkatnya
penyalahguna, korban { kondisi lembaga re- 13 20 26 33 - Kemenkes jumiah  pe-
penyalahgunaan, dan | habilitasi medis dan | Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Kemensos nyalahguna,
pencandu narkoba da- | rehabiltasi sosial ins- Badan Narkotika korban penya-
pat menerima pela- | fansi pemerintah dan | Nasional . lahgunaan,
yanan rehabilitasi medis | komponen masyarakat. dan pecandu
dan rehabilitasi sosial. | Melakukan pelayanan Kemenkes narkoba yang
rehabilitasi penya- | 1200 1.320 1.452 1597 1.796 mengikuti pro-
fahguna, korban orang orang ofang orang orang Kemensos gram  Reha-
Lembaga bilitasi.
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Rehabilitasi

pecandu narkoba, Komponen
Masyarakat
Badan Narkotika
Nasional

Meningkatkan pe-

nguatan lembaga reha-

bilitasi medis dan 3P 4P 4P 41P 5IP :

rehatitasi sosial fer- | 250KP | 275KP | 300KkP | 300kp | azskp |* Daden Marol@

utama lembaga yang

hendak berhenti ber-

operasi.

Melakukan penataan Kemenkes

kemball lembaga reha- Kemensos

bilitasi sesuai dengan Badan Narkotika

status  penyalahguna, ] 12 12 12 12 Nasional

korban penyalah-

gunaan, dan pecandu

yang datang sendin,
mengiadi  program
wajib lapor, tersangka/
terdakwa, atay ferp-
dana.
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3. | Secara bertahap fer- | Melakukan pendataan {- Prov - Prov Kepri | - Prov - - - Kemenkes

sedianya lembaga i kenbali terhadap | Sulbar |- ProvBabel | Sumbar - Kemensos

rehabilitasi medis dan | tersedianya lembaga |- Prov - Prov - Prov - Badan Narkotika

rehabilitasi sosial | rehabilitasi medis dan | Malut Gorontalo Sulut Nasional

didaerah rawan penya- | rehabilitasi sosial |- Prov - Prav

lahgunaan narkoba. terutama provinsi yang | Papua Sutteng Meningkatnya
benar-benar  belum | Barat lembaga reha-
tersedia  lembaga biltasi di dae-
rehabilitasi. cah rawan
Melakukan pem- - Kemenkes penyalahguna
bangunan  kapasitas - Kemensos an narkoba.
lembaga rehabilitasi - Badan Narkotika ~
g;? d?j'i‘mﬁ;ab"m +10% | +10% | +10% | +10% | +10% Nasional
daerah yang rawan
penyalahgunaan

L narkoba,

I R N B GG E:E:R:E:R: R E:E:E B E R



korban penyalah-
gunaan, dan pencandu
natkoba yang telah

lengkap menye-
lesaikan program
rehabilitasi secara
beranjut  mengikuti
program after care
untuk mencegah
terjadinya kekambuhan

kembali (relapse).

) ya ' i Ik

program after care
yang selama ini sudah
ada dah mengem-
bangkan program
after care dengan
metode yang lelah
feruji keberhasilannya
(evidence based).
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12 12

12

12

Kemensos
Badan MNarkotika
Nasional

Memberikan  pela-
yanan mantan penya-
lahguna, korban
penyalahgunaan, dan
pecandy narkoba
dengan program after
care.

+10%

+10%

+10%

+10%

+10 %

Kemensos
Badan Narkotika
Nasional

Meningkatnya
maman  pe-
nyalahguna,
korban penya-
lahgunaan,
pecandu nar-

koba
mengikuti
program . after
care.

yang
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bangunan KAPaSIES| +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | adan Parkotka
masyarakat.

Melakukan  penataan - Kemenkes
sistem  manajemen - Kemensos
informasi yang lerpadu - Badan Narkotika
bagi para mantan 6 12 12 12 12 Nasional

penyalahguna, korban
penyaiahgunaan, dan
pecandu narkoba,

nrErEEEEBDBAE BRI EEEANEIANANRRNEN



Terungkapnya —penye-
lewengan bahan kimia
prekursor dan  penin-
dakan jaringan fter-
sangka  berdasarkan
hukum yang beriaku.

BIDANG PEMBERANTASAN

Merningkatkan  koor-
dinasi instansi terkail
yang  bertanggung
jawab melakukan
pengawasan  bahan
kimia prekursor.

PRESIDEN
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12

_17-

12

12

12

Bea Cukai
Polri

Narkotika
Nasional

Meningkatnya ha-
sil  pengungkapan
penyelewengan

bahan kimia pre-
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gakan hukum yang - Badan
tegas dan keras fer- Narkotika

hadap setiap fer-| 25Kasus | 26 Kasus | 50 Kasus | 50 Kasus | 75 Kasus Nasional
jadinya  penyimpan-
gan bahan kimia
_prekursor.
-~ Prekursor
yang disita
- Produksi kimia
Prekursor +10% +10% +10% +10% +10%
yang diungkap
- Tersangka
yang teribat '
produksi kimia | +10% +10% +10% +10% +10%
prekursor yang
diangkap

+25% +25% +25% +25% +25%




gelap narkoba dan/atau
laboratorium  rumahan
gdan jaringan sindikat
yang teriibat.
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Mengungkap pabrikan Poln
gelap narkcba dan Badan
atau  Laboratorium | 25Lab 25Lab 50 Lab 50 Lab 75 Lab Narkotika
rumahan. Nasional
Meningkatkan  koor- Poiri
dinasi para penyidik Badan
dan penyelidik datam 6 12 12 12 12 Narkotika
pengembangan jaring- Nasional
an sindikat narkoba
hingga terungkap
produsennya.
Melakukan penegakan Polri
hukum yang tegas dan _3 9 15 21 2

Jaringan | Jaringan Jaringan | Jaringan | Jaringan

Meningkatnya
pengungkapan
laboratorium
tumahan atau
pabrikan gelap
narkoba dan
tersangka jaringan
sindikat.




1 'keras terhadap jaring- |
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an sindkat produsen Narkotika

" ) Nasional
Tersrtanya .‘%Ifm'h aset Meiakukan penye- Poln
jaringan  sindikat nar- | oo dan penyidikan ) .
koba yang terkait tindak wian. dan per: I?I:;(mtik Meningkatnya nilai
idana narko perluniuian, . 10% % 20 25% oka asset yang disita.
P Mn?kmgmdsx 5% K b Nasional Yo

pai dengan penyitaan Kejagung
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Agung

yang berada di luar
negeri dengan me- Kemhukham
manfaatkan UU Pen- Lembaga Pe-
cucian Uang menye- masyarakatan
lenggarakan peradilan
in - abstentia
5. | Terciptanya aparat pe- | Melibatkan  seiuruh LSM
merintah yang bersih { komponen  masya Tokoh
dan berwibawa. rakat, bangsa, dan Pemuda
Negara Indonesia 6 12 12 12 12 Tokoh Agama
dalam melakukan pe- Tokoh
ngawasan terhadap Masyarakat Berkurangnya apa-
kinerja aparat penegak Pengacara rat penegak hu-
hukum. Keluarga kum yang terlibat
Tersangka/Ter | jaringan  sindikat
dakwa narkoba.
Tersangka/Ter
dakwa
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Metakukan penindakan

tanpa pandang bulu
terhadap para aparat
penegak hukum dan
aparat pemerintah lain-
nya vyang tledibat
jaringan sindikat nar-
koba melalui proses
peradilan.
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Agung
Kemhukham

Terselenggaranya pe-
| negakan hukum yang
sinergi.

Meningkatkan  koor-
dinasi antar aparat
penegak  hukum di

Bea Cukai

Berkurangnya per-
masalahan aparat

penegak hukum di
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target internasional. Nasional Meningkatnya ha-
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Salinan sesuai dengan agfinya
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